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ABSTRAK 

 

Setiap pesawat udara militer asing yang melintas di atas wilayah udara Indonesia 
wajib mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan 
Udara, Kementerian Luar Negeri, serta Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 
Wilayah udara Indonesia yang luas dan terletak di koridor strategis penghubung 
Asia dengan Australia rentan terhadap pelanggaran wilayah udara sehingga 
mewajibkan TNI Angkatan Udara untuk mengambil tindakan mulai dari 
identifikasi hingga penghancuran. Penelitian ini menganalisis mekanisme 
penegakan hukum serta kendala yuridis dalam penegakan tersebut. Metode yang 
digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui 
studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa meski secara normatif Indonesia telah memiliki 
dasar hukum yang memadai untuk mengatur dan melindungi kedaulatan wilayah 
udaranya, namun dalam tataran praktik masih menghadapi kendala dan belum bisa 
berjalan efektif. 
Kata Kunci : Pesawat Udara Militer Asing; Penegakan Hukum; Kedaulatan 

Wilayah Udara; TNI AU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


